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TENTANG

» ;
PENYELEN ERFANJANGAN IZIN OPERASIONAL
GGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

SPS. HARAPAN BUNDA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam
memberikan lavanan pendidikan kepada masyarak
ditetapkan dengan Keputusan Bupall Pesisi eclatar

ar 1gar zin Operasional P nEea
formal dan Informal SPS. lHarapan Bunda;,
Mengingat 1. Undang Undang Nomor 12 lahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembarari
Jis

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25)

imndang-undang Tt Nomor 2 ] fahun 1957 (Lembafl
Negar Republik ndonesia Tahut 1057), Undar
von '8 Tahun 108 Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Noinor 1643);
2. Undang-Undang Nomaor 20 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
ndang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 1
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo!
5462),
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Uadang Undang Nomor 9
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Tahun

w

Fahun Anggarai
2015 OO

thut
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10.

11,

12.

13.

:::: Negara lln.::u: Indonesia Nomor 5679),
P——— Pemerin omor 27 Tahun 1990 tentang
into n P Sekolah (Lembmran Negarn Hepubilik
nesals Tahun 1000 Nomor 15 Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 341 1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 teniang
Stndar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4496, sebagalmana (elah
iubah engan Permturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomos
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 ten Wajib
Belgjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahq 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik [nfonesia
Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 17
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lerabaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2010 Nomar 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103), sebagaimana telah diubah dengan Perpturan
Pemerintah Nowor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lemabaran
Nesgara kepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot
5155),
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal,
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberaniasan Buta Aksarn
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda:aan
Republik [ndonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pade Taman Kanak — kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomot
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu

Tahun 2010 tentang
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14.

16.
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18.

Memberikan Perpanjangan
Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Satu Pintu di Daerah
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomot 018/U/1997

Pendidikan  pada Kclompok

tentang  Penyelenggaraan
Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA)

Keputusan Mente. i Pendidikan Nasional Nomor 0

tentang Pendidikan Anulk Usia Dini

Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uralan Tugas Jabatan
Struktural Dinas Penanamarn Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dar
Kepada Dinas Penanamar Modal
n Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisii

Non Perizinan 1at
Pelayanan Perizina

Selatan;
Pesisir Selatan Nomor

Keputusan Bupati
570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar
Pelayanan Perizinan dan Non

Operasional Prosedur
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 420/ /PNFI-Diknas/Kpts/2014 tanggal 2
April 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);

Surat Permohonan Kepala Sekolah SPS. Harapan Bunda,
tanggal 14 Desember 2020 perihal tentang Permohonan Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan
[nformal.

Surst Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan  dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir  Selatan Noror

420/366 /DPK-Sekretariat.1/2021, Tanggal 10 Februari
2021, tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional

SPS. Harapan Bunda.

) MEMUTUSKAN

Izin Operasional Penyelenggaraan
J O

Nama Lembaga . SPS. HARAPAN BUNDA

Jenis kegiatan
Penyelenggara
Alamat

SPS ( Satuan PAUD Sejenis)

SYAHRIL JAMAL

Kampung Tengah, Nagari yurun
Panjang Utara, Kecamatan Bavang
Kabupater. Pesisir Selatan.



Pl;g:al dan Informal scbagaimana dimaksud dalam tum
TU berlaku sejak Tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan
15 Februari 2024,

h~
~erpanjangan lzin Operasional Penyelen?n-.n Pendidikan

(?F’S Harapan Bunda selaku pemegang izin Operasional inl. ridak
iperboleh untuk dipindahtangankan kepada pihak lain fonps
sepengetahuan Bupati Pesisir Sclatan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apibis
dllmmuglan hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: P Al NAN
Pada tanggal : 15 Februari 2021
AN. BUPATI PESISIR Sk ATAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan i Painan

2. Sdr:Kapa]a Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3. Arsip




